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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perbankan syari’ah telah berkembang pesat serta telah mempunyai 
peranan yang sangat penting dan strategis dalam menyerasikan dan mengembangkan 
perekonomian dan pembangunan nasional dalam dunia keuangan. Keberadaan 
perbankan syari’ah di Indonesia sebagai refleksi akan sistem perbankan yang dapat 
memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri 
perbankan syari’ah telah mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan 
suatu sistem perbankan alternatif dimana menyediakan jasa perbankan dengan 
memenuhi prinsip-prinsip syari’ah. 
Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
baik dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kepada masyarakat untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank Syariah lahir sebagai salah satu alternatif 
terhadap persoalan bunga bank, karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan 
perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan 
sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam. 
Kegiatan usaha bank memiliki aturan-aturan yang dimaksudkan untuk menjamin 
keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik itu menyangkut keselamatan agama, 
diri (jiwa dan raga), akal, dan keselamatan harta benda maupun turunan. Seorang 
muslim yang baik yaitu mereka yang benar-benar memperhatikan faktor dunia dan 
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akhirat dengan cara berimbang dan bukan merupakan muslim yang baik, 
apabila mereka hanya mengedepankan urusan dunia demi mengutamakan 
kebahagiaan didunia dan meninggalkan kepentingan akhirat ataupun sebaliknya, 
keseimbangan aspek didunia maupun di akhirat merupakan karakteristik sistem islam 
yang merupakan modal kemajuan dalam rangka membangun manusia yang 
mempunyai prinsip memegang teguh peraturan yang ada, karena Islam bertujuan 
untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid.
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Sebagai sistem hidup yang sempurna, Islam menginginkan pada umatnya 
agar dalam melakukan kegiatan ekonomi harus berpdoman pada Al-Qur’an dan As-
Sunnah. Sebagaimana diketahui bahwa, riba itu dilarang keberadaannya berdasarkan 
nash al-qur’an karena banyak dampak yang timbul dari pengambilan riba tersebut, 
begitu juga dengan bunga bank yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional.
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Pembiayaan yaitu fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan 
dana. Dari pembiayaan atau yang disalurkan bank diharapkan mendapat hasil. 
Tingkat penghasilan dari pembiayaan merupakan tingkat tertinggi penghasilan bagi 
bank. Disamping penggunaan dana untuk pembiayaan, bagi bank Islam juga dapat 
mengalokasikan dananya untuk fungsi investasi.
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Pembiayaan adalah salah satu faktor yang penting dalam menjalankan 
setiap usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun perusahaan 
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besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena suatu usaha membutuhkan 
biaya untuk menjalankan operasional. Biaya sangat dibutuhkan oleh pengusaha 
perorangan sampai perusahaan besar. Sumber biaya yang digunakan bisa didapat dari 
dalam maupun luar perusahaan. Setiap usaha baru membutuhkan modal dan modal 
kerja tersebut dapat diperoleh dari kerja sama beberapa orang mengumpulkan 
sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan 
seperti bank. 
Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 
untuk peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi 
keperluan perdagangan atau peningkatan utility of palace dari suatu barang.
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Pembiayaan Modal Kerja Syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang 
diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya 
berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah 
maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
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Maka dari itu, untuk dapat mempertahankan dan memperkuat kinerja 
perbankan dari para pihak pesaing baru khususnya perbankan syari’ah, kemudian 
Bank Jabar Banten Syariah menawarkan berbagai macam produk penyaluran dana 
kepada kalangan masyarakat baik itu pegadaian syariah atau yang dikenal dengan 
istilah rahn, dan pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja yang 
merupakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip musyarakah. 
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Bank Jabar Banten Syariah merupakan salah satu bank yang memberikan 
Pembiayaan Modal Kerja (PMK), dimana Bank Jabar Banten Syariah yang 
memfasilitasi pembiayaan yang diberikan perusahaan yang memerlukan pembiayaan 
modal kerja untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.
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Alasan utama mengapa harus diluncurkan produk pembiayaan modal 
kerja, jawabannya karena masalah pendanaan, untuk memenuhi kebutuhan dalam 
meningkatkan usahanya agar memperoleh omset yang diharapkan. Dengan fasilitas 
pembiayaan modal kerja ini, memberi kemudahan kepada masyarakat atau nasabah 
yang belum mencapai omset yang diharapkan untuk mencapai target sesuai yang 
diharapkan. 
Pelaksanaan pembiayaan modal kerja di Bank Jabar Banten Syariah yaitu 
menggunakan akad musyarakah. Akad musyarakah digunakan sebagai akad dalam 
memberikan pinjaman modal kerja pada nasabah, sedangkan akad rahn digunakan 
sebagai akad dalam agunan.  
Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, 
namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka LKS dapat meminta 
jaminan. Jaminan yang diberikanpun harus sesuai atau setara dengan nilai 
pembiayaan yang nasabah ajukan, namun dalam agunan tersebut tidak diharuskan 
memakai emas. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinta Intan Lestari pada tahun 2016 
dapat disimpulkan bahwasanya terjadi penyimpangan akad dengan ketentuan fatwa 
yaitu tidak ada akad tersendiri dalam agunan musyarakah, sehingga terjadi multi akad 
dimana terdapat dua akad sekaligus yaitu akad musyarakah dan akad rahn emas, 
maka terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan.
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Oleh karena itu tentu penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh terkait 
skripsi yang menyimpulkan hal tersebut dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai “PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH DENGAN 
JAMINAN EMAS DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG 
BANDUNG”. 
 
B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas melahirkan masalah 
penelitan yaitu Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dalam produk 
Pembiayaan Modal Kerja dengan akad musyarakah terjadi penyimpangan dengan 
ketentuan fatwa yaitu tidak ada akad tersendiri dalam agunan musyarakah sehingga 
terjadi multi akad dimana terdapat dua akad sekaligus yaitu akad musyarakah dan 
akad rahn emas sehingga terjadinya ketidakpastian akad mana yang berlaku. 
Berdasarkan rumusan penelitian, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai 
berikut: 
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1. Bagaimana mekanisme produk Pembiayaan Modal Kerja yang menggunakan akad 
musyarakah dengan jaminan emas (rahn) di Bank Jabar Banten Syariah Cabang 
Bandung? 
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap produk Pembiayaan Modal Kerja 
dengan menggunakan akad musyarakah dengan jaminan emas (rahn) di Bank 
Jabar Banten Syariah Cabang Bandung? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 
masalah diatas. Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai antara lain : 
1. Untuk mengetahui mekanisme produk Pembiayaan Modal Kerja yang 
menggunakan akad musyarakah dengan jaminan emas (rahn) di Bank Jabar 
Banten Syariah Cabang Bandung. 
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap produk Pembiayaan Modal 
Kerja dengan menggunakan akad musyarakah dengan jaminan emas (rahn) di 
Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung. 
 
D. Kegunaan Penelitian  
1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai mekanisme 
Pembiayaan Modal Kerja dengan menggunakan akad musyarakah dengan jaminan 
emas (rahn) di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung. Informasi ini akan 
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sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi islam, khusunya pada bidang 
perbankan untuk mencermati masalah-masalah yang dihadapi oleh bank syariah 
sebagai financing intermediary yakni perantara atau jembatan lembaga keuangan. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi keilmuan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
wawasan  baik sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan 
ilmu dibidang Hukum Ekonomi Syariah. 
b. Bagi Bank Jabar Banten Syariah, dengan adanya penelitian ini dapat menambah 
literatur kepustakaan dan referensi dengan pihak terkait untuk menyusun kembali 
pelaksanaan produk Pembiayaan Modal Kerja. 
c. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini dapat menjadi informasi kesesuaian 
produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jabar Banten Syariah dengan Fatwa 
DSN MUI. 
 
E. Kerangka Pemikiran  
1. Studi Terdahulu 
Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan 
antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian 
ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang Pembiayaan 
Modal Kerja diranah Lembaga Keuangan Syariah. 
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Pada Tahun 2016 telah dilakukan penelitian oleh Sinta Intan Lestari, yang 
membahas tentang Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Jaminan 
Emas pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jabar Banten Syariah Cabang 
Bandung, ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank 
Jabar Banten Syariah Cabang Bandung terdapat dua akad sekaligus yaitu akad 
musyarakah dan akad rahn emas, maka terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai 
akad mana yang harus digunakan (berlaku) dan hal tersebut tidak sesuai dengan 
syariah dan Fatwa DSN.
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Kemudian pada tahun 2016 telah dilakukan penelitian oleh Siti Mujilah 
yang membahas tentang Pelaksanaan Profit and Loss Sharing dalam Akad 
Musyarakah dengan Jaminan Emas di PT.Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang 
Pembantu (KCP) Cibinong Bogor, ia menyimpulkan bahwa akad musyarakah 
digunakan sebagai akad dalam memberikan pinjaman modal kerja pada nasabah, 
sedangkan akad rahn digunakan sebagai akad dalam agunan. Bahwasanya emas 
sebagai agunan dalam produk pembiayaan modal kerja diperbolehkan dengan melihat 
kesepakatan diantara kedua belah pihak dan dalam melakukan pembagian hasil antara 
kedua belah pihak mengenai keuntungan dan kerugian dalam emas sebagai jaminan 
menggunakan akad rahn dalam agunan. Hal tersebut tidak tercantum dan tidak 
dipersyaratkan dalam akad musyarakah bahwa agunannya memakai akad rahn 
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sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan 
(berlaku).
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2. Kerangka Teori 
Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat 
pesat khusus nya perbankan syariah, hal ini ditujukan untuk memenuhi kegiatan 
ekonomi masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
Berkenaan dengan itu, Islam telah memberikan pedoman tentang kegiatan 
ekonomi berupa asas-asas muamalah. Asas berasal dari bahasa arab, asasun Artinya 
dasar, basis, pondasi. Jika dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud 
dengan asas ialah landasan berpikir yang sangat mendasar .
10
 Adapun Asas asas 
muamalah yaitu: 
1) Asas tabadul manafi', berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus 
memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang 
terlibat. 
2) Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah 
yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang 
sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik 
kaya maupun miskin.  
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3) Asas 'an taradin atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas 
pemerataan di atas  
4) Asas adamul gharar, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada 
gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa 
dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan 
salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah 
kelanjutan dari asas 'an taradin  
5) Asas al birr wa al-taqwa, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk 
dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan 
pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama 
manusia untuk al birr wa al-taqwa, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam 
berbagai bentuknya. 
6) Asas musyarakah, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah 
musyarakah, yakni kerasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan 
saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.
11
  
Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam 
yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Al-Qur’an surat 
Al- Maidah (5) ayat 1 yaitu :  
 ْىُكْيَهَع َٰىْهُخي اَي َِّلَّإ ِواَعَْ َ ْلْا ُت ًَ ي ِٓ َب ْىُكَن ْجَّهُِحأ ۚ ِدُُٕقعْناِب إُف ْٔ َأ إُ َيآ ٍَ يِزَّنا ا َٓ َُّيأ اَي  يِّهِحُي َشْيَغ
 ُذيُِشي اَي ُىُكْحَي َ َّللَّا ٌَّ ِإ ۗ ٌوُشُح ُْىخَْ َأ َٔ  ِذْي َّصنا 
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 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan 
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. 
Kata “ Akad “ berasal dari bahasa Arab al-aqdu dalam bentuk jamak 
disebut al-uquud  yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata 
akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak 
syariat yang menetapkan adanya pengaruh ( akibat ) hukum dalam objek perikatan. 
Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian 
kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan 
dalam suatu hal yang khusus.
12
  
Pembiayaan merupakan salah satu transaksi yang banyak digunakan oleh 
masyarakat dengan bank syariah. Pembiayaan di bank syariah salah satunya adalah 
pembiayaan dengan akad musyarakah. Menurut bahasa musyarakah atau syirkah 
berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran.
13
 Maksud dari campur 
atau percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang 
lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.  
Musyarakah / syirkah secara etimologis arti percampuran (ikhlitath), 
yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat 
dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminologis menurut Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (musyarakah) adalah kerja sama antara dua orang 
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atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu 
dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
14
   
Adapun landasan hukum musyarakah adalah: QS. Shad 24 
 يِغْبَيَن ِءاََطهُخْنا ٍَ ِي اًشيِثَك ٌَّ ِإ َٔ   ۖ ِّ ِجاَعَِ  َٰىنِإ َكِخَجْعَ  ِلاَؤُسِب َك ًَ َهَظ ْذَقَن َلاَق َٰىهَع ْى ُٓ ُضْعَب
 َفَْغخْساَف ُِاَََُّخف ا ًَ َََّأ ُدٔ ُٔ َاد ٍَّ َظ َٔ  ۗ ْىُْ  اَي ٌميِهَق َٔ  ِثاَحِنا َّصنا إُه ًِ َع َٔ  إُ َيآ ٍَ يِزَّنا َِّلَّإ ٍضْعَب َش
 َباَ َأ َٔ  ًاعِكاَس َّشَخ َٔ  ُ َّّبَس 
"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal yang saleh (QS. Shad 24)". 
Musyarakah (syirkah) menurut pandangan Islam, yaitu syirkah hukumnya 
ja’iz atau mubah, yang sudah sesuai berdsarkan hadits Nabi Muhammad SAW. 
Berupa taqrir/pengakuan beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus menjadi 
Nabi, masyarakat di zaan itu sudah melakukan muamalah dengan cara ber-syarikah 
dan Nabi membenarkannya.  
Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah 
RA:  
 ٍِ ْيَكي ِشَّشن ا ُثِن َاث َاَ َا ُل ُٕقَي َالله ا ٌَّ  ِا َل اَق  َُّعَف َس  َة َشْي َشٌْ   يَِبا ٍْ َع 
    ى ُٓ َُْيَب ٍْ ِي  ُجْج َشَخ  َُّ  اَخ  ا َر ئَف  َُّبِح اَص  ا ًَ ُْ  ُذَح َا  
“Allah Azza Wa Jalla telah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang 
ber-syarikah selama salah satunya tidak menghianati yang lainnya. Jika salah satunya 
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berkhianat, aku keluar dari keduanya” (H.R Imam Daruqtuhni dari Abu Hurairah 
r.a)
15
 
Musyarakah akad (syirkah al-uqud) ialah akad kerja sama antara dua 
orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko, baik keuntungan maupun 
kerugian ditanggung bersama. Pada dasarnya musyarakah atau syirkah kerja sama) 
itu ada dua bentuk yaitu: Syirkah al milk (kerjasama non kontraktual), dan Syarkah al 
‘uqud (kerja sama kontraktual).  
1. Syirkah al milk (keriasama non kontraktual), mengimplikasikan kepemilikan 
bersama dan terjadi ketika dua atau lebih orang secara kebetulan mendapatkan 
kepemilikan bersama beberapa aset tanpa melalui persetujuan kerja sama. 
2. Syirkah al ‘uqud menunjukkan kebersamaan dua atau lebih orang untuk 
menjalankan suatu usaha yang bertujuan membagi keuntungan dengan investasi 
bersama sebagai kelaziman pada periode pembentukan kerasama tersebut, berupa 
kerjasama dalam jumlah modal tertentu, dalam bekerjasama dengan 
mengkontribusikan tenaga dan keahlian dan kerjasama dalam pembiayaan 
dimana tidak ada modal dikontribusikan dan para pihak membeli dan menjual 
atas atas pembiayaan dengan suatu pemahaman bahwa mereka akan membagi 
keuntungan. Suatu kerjasama dengan karakter campuran dapat terjadi dalam 
bentuk kerjasama modal dan pekerjaan, lahan pertanian dan pekeriaan 
perusahaan industri dan hal-hal yang sejenis. Sedangkan syirkah al-‘uqud bagi 
menjadi empat macam, yaitu: 
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1. Syirkah al-inan (kewenangan dan kewajiban terbatas) 
2. Syirkah al-muwafadlah (kewenangan dan kewajiban penuh)  
3. Syirkah al-abdan (tenaga, keahlian dan manajemen)  
4. Syirkah al-wujuh (kepercayaan, pembiayaan dan kontrak).  
Rahn secara etimologis berarti tsubut (tetap) dan dawam (kekal,terus-
menerus). Dikatakan marahin artinya air yang diam (tenang). Ni’mah Rahinah, 
artinya nikmat yang terus-menerus / kekal. Ada yang mengatakan bahwa Rahn adalah 
Habs (menahan). Adapun secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai 
jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harga nya 
jika tidak dapat mengembalikanya.
16
 
Menurut Pasal 1150 KUHPerdata pengertian dari gadai adalah suatu hak 
yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun 
tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya 
untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor 
untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-
kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya 
yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus 
didahulukan.
17
 
Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan harta yang 
diperoleh oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan 
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sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. 
Penyerahan jaminan tesebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang lebih 
penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat 
bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. 
Menurut istilah syara’ ar-rahn terdapat beberapa pengertian diantaranya : 
1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan meyerahkan barang 
sebagai tanggungan utang. 
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan 
dalam utang piutang. 
3. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin 
diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
18
 
Landasan yang mengatur tentang rahn terdapat dalam fatwa DSN/MUI No 
25 Tentang Rahn dan No 26 Tentang Rahn Emas yang berbunyi sebagai berikut: 
“Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk 
Rahn dibolehkan”. 19 
Dalam Fatwa DSN disebutkan bahwa akad musyarakah sebagaimana 
dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000/ tentang pembiayaan 
musyarakah. Selain al-Qur’an dan hadis yang dijadikan dasar hukum musyarakah 
dan rahn  ada juga kaidah fiqh yaitu sebagai berikut :
20
 
ا َِّلَّإ ُتَحاَبِْلإا ِثَلاَياَع ًُ ْنا يِف ُمَْصلْ َآ ًِ ْيِشَْحح يَهَع ٌمْيَِند َُّلذَي ٌْ َأ 
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Artinya : 
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya.” 
 
Multi akad menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan 
dari kata Arab yaitu al ‘uqud al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). 
Menurut ulama fikih murrakab yaitu himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan 
satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) 
dikatakan sebagai melakukan penggabungan (takrib).
21
 
Hukum multi akad didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan 
kebolehan multi akad dan akad secara umum yakni QS. Al-maidah ayat 1 yang 
artinya: 
 ِۚدُُٕقعْناِب إُف ْٔ َأ إُ َيآ ٍَ يِزَّنا ا َٓ َُّيأ اَي 
“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad”. (QS. Al maidah: 1) 
 
F. Langkah-Langkah Penelitian 
Langkah-langkah yang dilakukan penelitian ini adalah: 
1. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode deskriptif. 
Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian 
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atas suatu keadaan sejelas terhadap objek yang diteliti.
22
 Penulis melakukan 
penelitian mengenai pelaksanaan akad musyarakah dengan jaminan emas dalam 
produk pembiayaan modal kerja di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung. 
2. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu 
penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam 
penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh 
fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan.
23
 
3. Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini 
terdapat dua sumber yaitu: 
a. Sumber Data Primer 
Adalah sumber yang memberikan data langsung yang terkait dengan 
pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah, dalam hal ini 
diperoleh dari account officer, service manager, teller, marketing financing, bank 
BJB Syariah Cabang Bandung. 
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b. Sumber Data Sekunder 
Adalah data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan perusahaan, 
artikel, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian dan data-data 
yang bersember dari studi kepustakaan. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara ( Interview), yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan 
tanya jawab antara penelitian dengan pihak yang terlibat untuk memperoleh 
sejumlah informasi yang diperlukan. 
b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari 
sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti 
untuk memperoleh data secara teoritik. 
5. Analisis Data 
Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategori dan 
klasifikasi, perbandingan dan pencairan hubungan antar data yang secara spesifik 
tentang hubungan antar perubah. 
Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif dengan 
cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan. 
Adapun beberapa tahapan anadata meliputi: 
a.  Analisis sebelum dilapangan 
Peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai permasalahan yang akan diteliti, 
agar dapat ditentukan fokus penelitiannya. Namun demikian, fokus penelitian ini 
19 
 
 
 
masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan 
selama dilapangan. 
b.  Analisis selama dilapangan 
Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, 
peneliti melakukan analisis data dengan cara mengklasifikasi data dan 
menafsirkan data. 
c. Reduksi Data 
Merupakan proses merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 
pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data 
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 
mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 
bila diperlukan. 
d. Penyajian data 
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan 
adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data akan memudahkan 
peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 
e. Penarikan kesimpulan 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum 
pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subjek yang 
20 
 
 
 
sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 
jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 
 
 
